PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES A
NOMOR 5 TAHUN 1980
TENTANG
POKOK-POKOK ORGANISAS UNIVERSITASINSTITUT NEGERI

Presden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan
tinggi sesua dengan perkembangan UnivergtadIngtitut Negeri dewasa ini,
dipandang perlu  untuk  menetapkan  pokok-pokok  organisad
Universtas/Ingtitut Negeri sebaga pedoman penyusunan kembdi organisas
Universtas/Ingtitut  Negeri di  lingkungan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majdis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1V/MPR/1978
tentang Garis-garis Besar Haluan Negarg;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi
(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 2361);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan . PERATURAN PEMERINTAH TENTANG POKOK-POKOK
ORGANISASI UNIVERSITASINSTITUT NEGERI.
BAB |
PENGERTIAN
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a Univerdtas Negeri, yang sdanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Universtas,
addah lembaga pendidikan tinggi negara yang disdenggarakan oleh Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan yang tersusun atas dasar kesgluruhan dan kesatuan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni;

b. Inditut Negeri yang sdanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Ingtitut, adalah
lembaga pendidikan tinggi negara yang disdenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan
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Kebudayaan yang tersusun atas dasar keseluruhan ilmu pengetahuan dan teknologi sgenis, atau

seni;

Rektor addah Presden Univergtas/Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961,

. Fakultas adalah unsur peaksana Universtad/Ingtitut dalam satu atau sekelompok bidang ilmu

tertentu untuk Program Sarjana, termasuk di dalamnya Program Sarjana Muda, aau untuk

Program Pasca Sarjana dan Doktor yang mencakup Program Spesilis atau dalam cabang ilmu,

ketrampilan teknologi dan seni untuk program non-gdar, termasuk di dalamnya Program

Diplomadan Program Akta;

Dekan adalah Ketua Fakultas sebagaimana dimeksud dalam Pasal 26 ayat (5 Undang-undang

Nomor 22 Tahun 1961,

Jurusan adalah unsur pelaksana fakultas dalam sebagian atau suatu cabang ilmu teknologi, atau

seni tertentu;

. LaboraoriumyStudio adalah sarana-penunjang Jurusan di bidang pendidikan dan pengagjaran,

pendlitian, dan pengabdian pada masyarakat;

. Lembaga pendlitian addah unsur pelaksana Universtas/Ingtitut di bidang penditian dalam
sebagian atau satu cabang ilmu tertentu atau antar cabang ilmu teknologi dan seni;

Lembaga Pengabdian Pada masyarakat adalah unsur peaksana Universtas/ Inditut di bidang

pengabdian pada masyarakat yang antara lain mdliputi pelayanan dan bantuan pada masyarakat,

pendidikan pada masyarakat dan kerjasama dengan masyarakat;

Unit Peaksana Teknis adalah sarana penunjang teknis yang merupakan perangkat kelengkapan

UniverstadIngtitut di bidang pendidikan dan penggjaran, penelitian, dan pengabdian pada

masyarakat yang dapat meliputi antara lain pusat pengembangan pendidikan umum, pusat

pengembangan Sgim penggaran, rumah sakit pendidikan, perpustakaan, penerbitan dan

pencetakan, komputer, serta prasarana umum;

. Ingtalas adadlah sarana fisk yang menunjang UniversitagIngitut di bidang pendidikan dan

penggaran, penditian, dan pengabdian pada masyarakat antara lain sekolah percobaan, kebun

percobaan, fasllitas eksperimen lgpangan, dan bengkd pemeliharaan;

Biro Administras Akademik dan kemahasswaan addah sarana peayanan teknis dan

adminigratif dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penditian dan pengabdian pada

masyarakat serta kemahasiswaan yang. merupakan jabatan struktural;

. Biro Administras Umum adalah sarana pelayanan g&f di bidang administras umum yang

merupakan jabatan struktural;

Unsur kelengkapan Universtas/Ingtitut adalah unit organisss non srukturd di lingkungan

Universtas/| ndtitut.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGS|
UNIVERSITASINSTITUT

Pasal 2

(1) UniverstadIngtitut adalah unit organik di  Lingkungan Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan, dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
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(2) Pembinaan UniverdstagIngtitut secara fungsiona dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan

Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

Tugas pokok Universtagingitut adalah menydenggarakan pendidikan dan penggaran di atas
perguruan tingkat menengah dan yang memberikan pendidikan dan penggaran berdasarkan
kebudaysan kebangsaan Indonesia dengan cara ilmiah yang meliputi pendidikan dan pengajaran,
pendlitian, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 4

Untuk menyeenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3, Universitas Ingtitut mempunyai fungs :

a
b.

C.
d.
e

menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan penggaran;

menyelenggarakan penditian dalam rangka pengembangan kebudayaan khususnya ilmu
pengetahuan, teknologi, pendidikan dan seni;

menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat;

menyelenggarakan pembinaan Svitas akademika dan hubungannya dengan lingkungannya;
menyelenggarakan kegiatan pelayanan administratif.

BAB Il
SUSUNAN ORGANISAS UNIVERSITASINSTITUT

Pasal 5

Organisas Universitag/Ingtitut terdiri dari :

a

b.
C.
d.

1)

2

Unsur Pimpinan : Rektor dan Pembantu Rektor;

Unsur Pembantu Pimpinan : Biro;

Unsur Pelaksana : Fakultas, Lembaga Pendlitian, Lembaga Pengabdian pada masyaraket;
Unsur Penunjang : Unit Pelaksana Teknis dan Ingaas.

BAB IV
TATAKERJA UNIVERSITASINSTITUT

Pasal 6

Semua unsur Universitag/Ingitut ddam meaksanakan tugasnya masing-masing menerapkan
prinsp koordinag, integras dan sinkronisas, baik di lingkungan Univergtas/I| nstitut dan dalam
hubungan antar Universitas/Ingitut maupun dengan ingdans lain untuk kesstuan gerak yang
seras dengan tugas pokoknya.

Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepaa Unit Pelaksana Teknis dan Kepda Instalas
Universtad/Ingtitut, dan Kepaa Biro bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
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BABV
KEDUDUKAN DAN TUGAS REKTOR DAN PEMBANTU REKTOR

Pasal 7

(1) Rektor addah pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas kewsajibannya di samping
kedudukannya selaku pimpinan Univerdtad Indtitut.

(2) Rektor mempunya tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan penggaran, pendlitian,
dan pengabdian pada masyarakat serta pembinean dSvitas akademika di  lingkungan
Universtad/| ngtitut serta hubungannya dengan lingkungannya

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Rektor
yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

(2) Pembantu Rektor terdiri dari :
a Pembantu Rektor bidang Pendidikan dan Penggaran, Pendlitian dan Pengabdian pada
Masyarakat yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor I;
b. Pembantu Rektor bidang Administras Umum yang selanjutnya dissbut Pembantu
Rektor II;
c. Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan yang sdanjutnya disebut Pembantu Rektor
M.

(3) Pembantu Rektor | mempunyai tugas mewekili Rektor daam memimpin pelaksanaan
pendidikan dan penggaran, pendlitian, dan pengabdian pada masyarakat.

(4) Pembantu Rektor 11 mempunyal tugas mewaekili Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan
di bidang administras umum.

(5) Pembantu Rektor Il mempunya tugas mewakili Rektor dalam memimpin pelaksanaan
kegiatan di bidang pendidikan yang bersifat ko-kurikuler.

Pasal 9

(1) Untuk menyelenggarakan tuges tersebut pada Pasd 8 ayat (3), Pembantu Rektor | mempunyai
fungs menilik serta mengkoordinaskan kegiatan di lingkungan Universitagingitut yang
meliputi :

a perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pendidikan dan penggaran, serta
pendlitian;

pembinaan tenaga pengajar dan tenaga pendliti;

persigpan program pendidikan baru berbagai tingkat maupun bidang;

penyusunan program bagi usaha pengembangan daya penalaran mahasiswg;

perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan penditian dengan lembaga di

dalam maupun di luar negeri;

Poo T
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f.

0.

pengolahan data yang menyangkut pendidikan dan penggaran, penditian dan
pengabdian pada masyarakat;

pelaksanaan kegiatan di bidang pengabdian pada masyarakat dadam rangka turut
membantu memecahkan masdah yang dihadapi masyarakat dan pembangunan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 ayat (4), Pembantu Rektor |1 mempunyai
fungs mengawas dan memelihara ketertiban serta mengkoordinaskan kegiatan di lingkungan
Univergtas/| nstitut yang meliputi :

Q@ropopow

perencanaan dan pengolahan anggaran;

pembinaan kepegawaian serta kesgahteraan;

pengolahan perlengkapan;

pengurusan kerumah-tanggaan dan pemdliharaan ketertiban;
pengurusan ketatausahaan;

penydenggaraan hubungan masyarakat;

pengolahan data yang menyangkut bidang administras umum.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasd 8 ayat (5), Pembantu Rektor 11l
mempunyai  fungs menilik serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di  lingkungan
Univergtas/| nstitut yang meliputi :

a

pelaksanaan pembinaan mahasswa oleh ssluruh staf penggar ddam pengembangan
skap dan orientas serta kegiatan mahasiswa antara lain dalam seni budaya dan oleh
raga sebagal bagian pembinaan svitas akademika yang merupakan sebagian dari tugas
pendidikan tinggi pada umumnya;

pelaksanaan usaha kesgahteraan mahadswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan
bagi mahasswa,

pelaksanaan usaha pengembangan daya pendaan mahasswa yang sudah
diprogramkan oleh Pembantu Rektor [;

Kerjasama dengan semua pihak daam setigp usaha di bidang kemahasiswaan,
pengabdian pada masyarakat, dan usaha penunjangannya;

terciptanya iklim pendidikan yang bak ddam kampus dan membantu pelaksanaan
program pembinean pemeliharaan kesatuan dan persatuan bangsa berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

pelaksanaan kegiatan kemahasswaan dalam rangka usaha pembangunan yang tetap
dilandas nilai-nilai dan tanggung jawab yang bersfat akademik.

BAB VI
BIRO

Pasd 10

(1) Biro adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Rektor.
(2) Biro dipimpin oleh seorang Kepaa yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
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Pesd 11

Biro mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan adminigtratif kepada seluruh unsur di
lingkungan Univergtas/| nstitut.

Pasal 12

(2) Biro terdiri dari :
a Biro Adminigras Akademik dan Kemahasiswaan;
b. Biro Adminigras Umum.
(2) Setigp Biro membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian dan setigp Bagian
membawahkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

Bab VII
FAKULTAS

Pasal 13

(1) Fakultas addlah unsur pelaksana sebagian tugas pokok dan fungs Universitas/Ingitut yang
berada di bawah Rektor;

(2) Fakultas dipimpin oleh Dekan yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

(3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Dekan.

(4) Pembantu Dekan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Dekan.

Pasal 14

Fakultas mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan penggaran ddam
a Program Sarjana termasuk di ddamnya Program Sarjana Muda untuk satu cabang ilmu,
teknologi, dan seni tertentu, atau
b. Program Pasca Sarjana dan Doktor yang mencakup Program Spesdis untuk satu cabang atau
sekelompok cabang ilmu tertentu, ataw.
c. Program nonrgdlar yang mencakup Program Diploma dan Program Akta dalam cabang ilmu,
ketrampilan teknologi, dan seni.

Pasal 15
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasd 14, Fakultas mempunyai fungs :

a melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan penggjaran dalam satu atau sekelompok
bidang ilmu, teknologi, dan seni tertentu untuk semua program pendidikan;

melaksanakan penditian untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni;
melaksanakan pengabdian pada masyarakat;

melaksanakan pembinaan Svitas akademika;

melaksanakan kegiatan pelayanan administratif.

Paon o
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Pasal 16

Fakultas terdiri dari :

SQ OO0 T

Dekan;

Pembantu Dekan;

Bagian Tata Usah Fakutas,
Jurusan,

Kelompok Penggar;
LaboratoriunyStudio;

Unit Pdaksana Teknis;
Instalag.

Pasal 17

Dekan mempunya tugas memimpin pelaksanaan pendidikan dan penggaran, pendlitian, dan
pengabdian pada masyarakat, serta pembinaan sivitas akademika di lingkungan Fakultas.

Pasal 18

(1) Pembantu Dekan sebagai pelaksana tugas sehari-hari Dekan, terdiri dari:

a

b.

C.

Pembantu Dekan bidang Pendidikan dan Pengajaran, Pendlitian, dan Pengabdian pada
Masyarakat yang selanjutnya disebut Pembantu Dekan [

Pembantu Dekan bidang Administras Umum yang sslanjutnya disebut Pembantu
Dekan I,

Pembantu Dekan bidang Kemahasswaan yang sdanjutnya disebut Pembantu Dekan
M.

(2) Pembantu Dekan | mempunyai tugas mewakili Dekan dadam memimpin pelaksanaan
pendidikan dan penggaran, pendlitian, dan pengabdian pada masyarakat.

(3) Pembantu Dekan Il mempunyai tugas mewekili Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan
di bidang administras umum.

(4) Pembantu Dekan I11 mempunyai tugas mewakili Dekan ddam memimpin pelaksanaan kegiatan
di bidang pendidikan yang bergfat ko-kurikuler.

Pasal 19

(1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 18 ayat (2), Pembantu Dekan | mempunyai
fungs menilik serta mengkoordinaskan kegiatan di lingkungan Fakultas yang melipuiti

a

Pao o

perencanaan, pdaksanaan, dan pengembangan pendidikan dan penggaran, serta
pendlitian;

pembinaan tenaga pengajar dan tenaga pendliti;

persigpan program pendidikan baru berbagai tingkat maupun bidang;

penyusunan program bagi usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa;
perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan penelitian dengan Fakultas di
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f.

0.

lingkungan Universtas/| nstitut;

pengolahan data yang menyangkut bidang pendidikan,dan penggaran, pendlitian dan
pengabdian pada masyarakat;

kerjasama dengan Fakultas di lingkungan Universitag/Ingitut daam setiagp usaha di
bidang pengabdian pada masyarakat serta usaha penunjangannya.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasd 18 ayat (3), Pembantu Dekan I
mempunyal fungs mengawas dan memeihara ketertiban serta mengkoordinaskan kegiatan di
lingkungan Fakultas yang meliputi :

Q@rpaop oW

pengelolaan keuangan;

pengurusan kepegawaian;

pengelolaan perlengkapan;

pengurusan kerumah-tanggaan dan pemdliharaan ketertiban;
pengurusan ketatausahaan;

penydenggaraan hubungan masyarakat;

pengolahan data yang menyangkut bidang administras umum.

(3) Untuk menyelenggarakan tuges tersebut pada Pasd 18 ayat (4), Pembantu Dekan IlI
mempunyal fungs menilik dan mengkoordinaskan kegiatan di lingkungan Fakultas yang
meliputi :

a

pelaksanaan pembinaan mahasswa oleh ssluruh staf penggar ddam pengembangan
skap dan orientas serta kegiatan mahasiswa antara lain dalam seni budaya dan olah
raga sebagal bagian pembinaan svitas akademika yang merupakan sebagian dari tugas
pendidikan tinggi pada umumnya;

pelaksanaan usaha kesgahteraan mahadswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan
bagi mahasswa;

pelaksanaan usaha pengembangan daya pendaan mahasswa yang sudah
diprogramkan oleh Pembantu Dekan |;

kerjasama dengan Fakultas di lingkungan Universitag/Ingitut daam setiagp usaha di
bidang kemahasiswaan,

penciptaan iklim pendidikan yang baik dalam kampus dan membantu pelaksanaan
program pembinaan pemelinaraan kesatuan dan persatuan bangsa berdasarkan.
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

pelaksanaan kegiatan di bidang pengabdian pada masyarakat dadam rangka turut
membantu memecahkan masdah-masdah  yang dihadapi masyarakat  dan
pembangunan;

pengolahan data yang menyangkut bidang pendidikan yang bersifat ko-kurikuler.

Pasal 20

(1) Bagian Tata Usaha Fakultas addah unit pelayanan teknis dan adminigratif di lingkungan
Fakultas yang berada di bawah Dekan.
(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepaa yang bertanggung jawab langsung kepada

Dekan.

(3) Bagian Tata Usaha membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Sub Bagian.
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Pasal 21

(1) Jurusan adalah unsur pelaksana Fakutlas dalam bidang studi tertentu yang berada di bawah
Dekan.

(2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilin dari antara tenaga penggjar dan
bertanggungjawab langsung kepada Dekan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua Jurusan dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.

Pasal 22

Jurusan mempunyal tugas melaksanakan pendidikan dan pengagjaran, penditian, dan pengabdian pada
masyarakat dalam sebagian atau satu cabang ilmu, teknologi, atau seni tertentu sesual dengan program
pendidikan yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Untuk menyeenggarakan tugas tersebut pada Pasa 22, Jurusan mempunya fungs :
a melaksanakan pendidikan dan penggaran dalam sebagian atau satu cabang, ilmu, teknologi,
atau seni tertentu bagi program pendidikan yang ada;
b. melaksanakan penditian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu,
c. melaksanakan pengabdian pada masyarakat;
d. melaksanakan pembinaan dvitas akademika

Pasal 24
Jurusan terdiri dari :
a KetuaJdurusan;
b. Sekretaris Jurusan;
c. Keompok Penggar;
d. LaboratoriunyStudio.
Pasal 25

(1) Kelompok Penggar addlah tenaga penggar di lingkungan Fakultas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada atasan masing-masing dalam lingkungan Fakultas.

(2) Kelompok Penggar terdiri dari :
a tenagapenggar biasa;
b. tenagapenggar luar biasa

(3) Jenis dan jenjang kepangkatan tenaga Penggar diatur sesual dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 26

Kelompok Penggar mempunya tugas melaksanekan pendidikan dan penggaran, penditian, dan


http://www.djpp.depkumham.go.id

pengabdian pada masyarakat sesuai dengan bidang keaahliannya/ilmunya, serta memberi bimbingan
kepada para mahasiswva dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasswva di dalam proses
pendidiknya

Pasal 27

(1) LaboratoriunyStudio addah sarana penunjang Jurusan dalam satu atau sebagian cabang ilmu,
teknologi atau seni tertentu sesual dengan keperluan bidang studi yang bersangkutan.

(2) LaboratoriunyStudio dipimpin oleh seorang Guru Besar atau seorang tenaga penggar yang
keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu teknologi atau seni tertentu
dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Jurusan.

Pasal 28

LaboratoriumyStudio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu, teknologi atau seni
tertentu sebagal penunjang pelaksanaan tugas pokok Jurusan sesual dengan ketentuan bidang yang
bersangkutan.

Pasal 29
Untuk menyeenggarakan tugas tersebut pada Pasa 28, LaboratoriunyStudio mempunya fungs :

a memperdapkan sarana penunjang untuk melaksanakan pendidikan dan penggaran daam satu
atau sebagian cabang ilmu, teknologi atau seni tertentu sesual dengan bidang studi yang
bersangkutan;

b. memperdgapkan sarana penunjang untuk melaksanakan penditian dalam satu atau sebagian
cabang ilmu teknologi, atau seni tertentu sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan.

Pasal 30

(1) Unit Pdaksana Teknis Fakultas adalah sarana penunjang teknis sebagian tugas Fakultas yang
berada di bawah Dekan.

(2) Unit pelaksana Teknis Fakultas dipimpin oleh seorang Kepada yang bertanggungjawab
langsung kepada Dekan.

(3) Besar kecilnya Unit Pelaksana Teknis Fakultas, ditentukan berdasarkan beban kerja

Pasal 31
Unit Pelaksana Teknis Fakultas sebagai penunjang teknis sebagian tugas fakultas mempunyai tugas
melakukan kegiatan dalam bidang tertentu yang bergfat teknis dan yang tidak dilakukan oleh unit
organik dalam Fakultas

Pasal 32

(1) Ingtalas Fakultas addah sarana fisk yang menunjang sebagian tugas pokok Fakultas di bidang
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Pendidikan dan Penggaran, Pendlitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, yang berada di
bawah Dekan.

(2) Ingtdlas Fakultas dipimpin oleh seorang Kepada yang bertanggung-jawab langsung kepada
Dekan.

(3) Besar kecilnyaInstdlas Fakultas ditentukan Berdasarkan beban kerja
Pasal 33

Instalas Fakultas mempunyal tugas mempersigpkan penggunaan serta pemelinaraan sarana fisk dan
fasllitas untuk kegiatan Fakultas.

BAB VIII
LEMBAGA PENELITIAN

Pasal 34

(1) Lembaga Penditian adalah unsur pelaksana Universtagingitut di bidang pendlitian di
lingkungan Universtas/Institut yang berada di bawah Rektor.

(2) Lembaga Pendlitian dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab langsung kepada
Rektor.

Pasal 35

Lembaga Penditian mempunyai tugas melaksanakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta
melaksanakan penditian dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan bagi Universitas/Inditut
yang bersangkutan.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 35, Lembaga Pendlitian mempunyal fungs :
a melaksanakan pendlitian ilmiah murni, teknologi dan seni;
b. melaksanakan penditian ilmu pengetahuan dan seni terpakal untuk menunjang pembangunan;
c. melaksanakan pendlitian untuk pendidikan dan pengembanganan institus Universtas/I nstitut;
d. melaksanakan pendlitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta penditian untuk
mengembangkan konseps pembangunan nasond atau wilayah daerah mealui kerjasama antar
Perguruan Tinggi dan Badan lainnya di dalam dan di luar negeri.

Pasal 37

(1) Lembaga Penditian membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Pusat Pendlitian mengenai
sesuatu ruang lingkup permasalahan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, dan setiap
Pusat membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bidang, serta setigp Bidang membawahkan
sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seks.
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(2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua Lembaga dibantu oleh seorang Sekretaris.

(3) Pelayanan teknis dan administratif di lingkungan Lembaga dilaksanakan oleh seorang Kepala
Bagian Tata Usaha

(4) Bagian Tata Usaha membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Sub. Bagian.

BAB IX
LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Pesd 38

(1) Lembaga Pengabdian pada Masyarakat adalah unsur pelaksana Universitasingtitut di bidang
pengabdian pada masyarakat yang berada di bawah Rektor.

(2) Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab
langsung kepada Rektor.

Pasal 39

Lembaga Pengabdian pada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengabdian pada
masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetgpkan bagi UniversitagIngitut yang
bersangkutan.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasd 39, Lembaga Pengabdian pada Masyarakat
mempunyai fungg :
a mengamakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
b. meningkatkan relevans program Universtas/I ngtitut dengan kebutuhan masyarakat;
c. membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan;
d. melaksanakan pengembangan pola pembangunan wilayahvdaerah dan konseps pembangunan
yang sesua untuk pembangunan wilayah/daerah melaui kerjasama antara Perguruan Tinggi
dan Badan lainnya di dalam dan di luar negeri.

Pasal 41

(1) Lembaga Pengabdian pada Masyarakat membawahkan sebanyak- banyaknya 5 (lima) Pusat
Pengabdian pada Masyarakat yang memberikan pendidikan pada masyarakat, peningkatan
kecerdasan dan ketrampilan, serta peayanan dan bantuan pada maesyarakat sesual dengan
kebutuhan, dan setiap Pusat membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bidang, serta Bidang
membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seks.

(2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua Lembaga dibantu oleh seorang Sekretaris.
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(3) Pelayanan teknis dan administratif di lingkungan lembaga dilaksanakan oleh seorang Kepala
Bagian Tata Usaha

(4) Bagian Tata Usaha membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Sub Bagian.

BAB X
UNIT PELAKSANA TEKNISUNIVERSITASINSTITUT

Pasal 42

(1) Unit Pelaksana Teknis UniverdtadIngtitut adalah sarana penunjang teknis sebagian tugas
pokok Universitas/| nstitut yang berada di bawah Rektor.

(2) Unit Pdéksana Teknis UnivergtadIngitut dipimpin  oleh seorang Kepala yang
bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

(3) Besar kecilnya Unit Pelaksana Teknis UniversitadIngtitut ditentukan berdasarkan beban kerja
Pasal 43
Unit pdaksana Teknis Universitag/Institut mempunya tugas melakukan kegiatan dalam bidang tertentu
yang bersfat teknis dan yang tidak dilakukan oleh unit organik di Universtagingtitut sebaga
penunjang teknis sebagian tugas pokok  Univergtag/Ingtitut.

BAB XI
INSTALASI UNIVERSITASINSTITUT

Pasal 44
(1) Ingtdlas Universtadingtitut addah sarana fisk yang menunjang sebagian tugas pokok
UniverstadIngtitut di bidang pendidikan dan penggaran, penelitian, dan pengabdian pada
masyarakat yang berada dibawah Rektor.

(2) Ingtdas Univerdtag/Ingtitut dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab langsung
kepada Rektor.

(3) Besar kecilnyalnstdlas Universtad/Ingtitut ditentukan berdasarkan beban kerja
Pasal 45

Instalad Univergtas/Ingtitut mempunyal tugas mempersgpkan penggunaan dan pemelinaraan sarana
figk dan faslitas untuk kegiatan seluruh unsur Universitag/Inditut.


http://www.djpp.depkumham.go.id

BAB XIlI
UNSUR KELENGKAPAN UNIVERSITASINSTITUT/FAKULTAS

Pasal 46

Unsur kdlengkapan Universitasingitut/Fakultas adalah unit organisas non struktural yang terdiri dari
Senat  Universtadingtitut/FakultasDewan Penyantun, dan Badan Koordinas Kemahasswaan
Universtad/| ndtitut.

Pasal 47

(1) Senat Universitadingtitut dan Senat Guru Besar adalah badan normatif tertinggi yang ada pada
UniverstadIngtitut yang terdiri dari para Guru Besar, para Wakil Fakultas, dan para Wakil
Lembaga yang ditentukan menurut ketentuan-ketentuan di daam Univergtag/Ingitut masing-
masing, yang tugas utamanya adaah merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan akademik dasar
dan penilaian prestas-prestas akademik dan kecakgpan serta kepribadian dari saf pengajar.

(2) Senat Fakultas addlah badan normetif tertinggi yang ada pada Fekultas yang terdiri dari para
Guru Besar, dan Wakil Jurusan yang ditentukan menurut ketentuan-ketentuan di dalam
Fakultas masing-masing.

(3) Ketua Senat Universitag/Ingtitut adalah Rektor yang didampingi oleh seorang Sekretaris Senat
Universtas/| nstitut yang dipilin dari para.anggota Senat Universitas/Ingtitut.

(4) Ketua Senat Fakultas addah Dekan yang didampingi oleh seorang Sekretaris Senat Fakultas
yang dipilih dari anggota Senat Fakultas.

Pasal 48
(1) Dewan Penyantun Universtas/Ingitut adalah suatu forum yang terdiri dari tokoh-tokoh
masyarakat yang menaruh perhatian kepada pendidikan dan pembangunan guna menyantuni
Universtad/| ngtitut dan merupakan jembatan antara masyarakat dengan Universitag/Indtitut.

(2) Keanggotaan Dewan Penyantun UniverstadInditut ditetapkan oleh Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan atas usul Rektor Universitas/ingtitut yang bersangkutan.

Pasal 49

(1) Badan Koordinas Kemahasiswvaan Universitas/Ingtitut adalah suatu wadah komunikas,
koordinad, dan snkronisas kegiatan kemahasisvaan.

(2) Pedoman umum tentang organisad dan keanggotaan badan Koordines Kemahasswaan
Univergtas/| nstitut ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dari Kebudayaan.

(3) Pembentukan Badan Koordinas Kemahasiswaan bagi setigp Universitas/Ingtitut ditetapkan
oleh Rektor.
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BAB XIlI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 50

(1) Rektor UniverdtadIngtitut diangkat dan diberhentikan olen Presiden Republik Indonesia atas
usul Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

(2) Sebelum menggukan usul pengangkatar/pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meminta pertimbangan Senat Guru Besar melalui Rektor.

Pasal 51

(1) Pembantu Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas
usul Rektor.

(2) Senat Universitadingtitut dapat mengajukan pertimbangan atas calon Pembantu Rektor kepada
Rektor yang ditunjuk oleh Rektor.

Pasal 52
(1) Dekan diangkat dan diberhentikan olen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas usul Rektor.
(2) Senat Fakultas memilih calon Dekan yang akan diusulkan oleh Rektor kepada Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan.
(3) Tatacara pemilihan caon Dekan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Pasal 53

(1) Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas
usul Dekan melalui Rektor.

(2) Senat Fakultas dapat mengajukan pertimbangan atas calon Pembantu Dekan kepada Dekan.
Pasal 54
(1) Ketua Lembaga, Sekretaris lembaga Kepala Pusat/Bda, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan,
Kepda  Laboratorium/Studio, dan Kepda Unit Pelaksana  TeknidInstalas
UniverstadIngtitut/Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan.

(2) Tatacaratentang pengangkatan Pgjabat-peabat tersebut pada ayat (1) ditetgpkan oleh Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan.
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Pasal 55

Jabatan tersebut pada Pasal 50, Pasd 51, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 addah jabatan yang harus
dijabat oleh Pegawa Negeri, dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan pimpinan sesuali dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

(1) Masa jabatan para pgabat tersebut pada Pasd 50, Pasd 51, Pasd 52, Pasal 53; dan pasd 54
adaah sebagai berikut :

a

b.

C.

Masa Jabatan Rektor sslama 4 (empat) tahun, setelah manaia dapat diangkat kembali,
dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua periode berturut-turut;

Masa jabatan Pembantu Rektor sslama 4 (empat) tahun, setelah manaia dapat diangkat
kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua periode berturut-turut;

Masa Jabatan Dekan sdama 3 (tiga) tahun setelah mana ia dapat diangkat kembali
dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua periode berturut-turut;

Masa jabatan Pembantu Dekan selama 3 (tiga) tahun, setelah mana ia dapat diangkat
kembali, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua periode berturut-turut;

Masa Jabatan Ketua Lembaga selama 4 (empat) tahun, setelah manaia dapat diangkat
kembali, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua periode berturut-turut;

Masa Jabatan Sekretaris Lembaga sdama 4 (empat) tahun setelah mana ia dapat
diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh Iebih dari dua periode berturut-turut ;
Masa Jabatan Kepada Pusat/Bda selama 3 (tiga) tahun, setelah manaia depat diangkat
kembali;

Masa jabatan Ketua Jurusan sdama 3 (tiga) tahun, setdlah mana ia dapat diangkat
kembali;

Masa Jabatan Sekretaris Jurusan sdama 3 (tiga) tahun, setelah manaia dapat diangkat
kembali ;

Masa Jabatan Kepala LaboratoriunyStudio sdama 4 (empat) tahun, setdlah mana ia
dapat diangkat kembdli.

BAB XIV
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN

Pasal 57

(2) Pembukaan/penutupan Universtasingtitut termasuk Fakultas dan Lembaga ditetgpkan sesual
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Persyaratan dan prosedur pembukaary/penutupan unit organisas tersebut pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
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BAB XV
SUSUNAN ORGANISAS SETIAPUNIVERSITASINSTITUT
Pasal 58

(1) Susunan Organisas setiap Universitas/Ingtitut ditetgpkan dengan Keputusan Presiden.

(2) Penjdbaran lebih lanjut atas ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang penertiban
dan penyempurnaan Aparatur Negara

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

(2) Bilamana pada suatu UniverstadIngitut belum dimungkinkan dibentuk Lembaga, dapat
dibentuk Pusat yang berada dan bertanggung-jawab langsung kepada Rektor.

(2) Bilamana pada suatu Universtas/I ngtitut belum dimungkinkan dituk Pusat seperti tersebut pada
aya (1), dapat dibentuk Bala yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

(3) Bak Pusat maupun Bala seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) merupakan unsur pelaksana
Universtad/|ngtitut yang bersangkutan di bidang penditian/pengabdian pada masyarakat.

(4) Bak Pusat maupun Balai tersebut pada ayat (1) dan (2) dipimpin oleh seorang Kepala

BAB XVII
PENUTUP
Pasal 60

Organisas di lingkungan Universitas/Ingitut yang bergfat non sruktura diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 61
Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sgjak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan wajib menyampaikan Rancangan Keputusan Presden tentang Susunan
Organisas masing-masing Universtag/Ingtitut dengan berdasarkan pada  pokok-pokok organisas
seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan
Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 63
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku padatangga diundangkan.

Agar supaya setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesa

Ditetapkan di Jakarta

padatangga 14 Pebruari 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jekarta
padatangga 14 Pebruari 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 10
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1980
TENTANG
POKOK-POKOK ORGANISASI UNIVERSITASINSTITUT NEGERI

UMUM

Sampai dewasa ini  belum terdapat pengaturan tentang pokok-pokok organisas
Universitadingtitut yang merupakan bentuk Perguruan Tinggi yang ditetapkan dengan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961. Agar UniversitadIngtitut dapat berjalan, maka tiap
UniversitagIngtitut telah menyusun sendiri susunan organisasinya berdasarkan Undang-undang
Nomor 22, Tahun 1961. Sebagai akibat dari hal tersebut dalam kenyataannya terdapat berbaga
ragam igtilah penamaan dalam Universitadingtitut baik yang menyangkut lembaga maupun
jabatan, sehingga mempersulit kelancaran pelaksanaan tugas, terutama di bidang administratif.
Berhubung dengan hal tersebut di atas, Universitas/Ingtitut sebagai salah satu aparat pelaksana
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan sesuai pula Garis-garis Besar Haluan Negara perlu
dibina, disempurnakan dan ditertibkan secara terus-menerus, agar dapat mampu menjadi alat yang
efektif dan efisien, sehingga mampu melaksanakan tugas umum Pemerintah dan menggerakkan
pelaksanaan pembangunan secara lancar di bidang pendidikan tinggi. Pembinaan. penyempurnaan
dan penertiban Universitas/Institut di bidang kelembagaan akan sangat membantu bagi kelancaran
pelaksanaan tugas Universtad/Ingtitut.

Walaupun UniversitagIngtitut mempunyai hak otonomi seperti diatur dalam Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1961, namun mengingat Universtas/Institut sebagai aparat pelaksana
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pembinaan
svitas akademika, adalah mutlak pula bahwa hak otonomi tersebut dilandas nilai-nilai yang
terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berpedoman pada Garis-garis Besar Haluan
Negara.

Dengan pengaturan pokok-pokok organisasi Universitas/Institut ini yang menyangkut pewadahan
pelaksanaan Tri Dharma serta kedudukannya yang lebih seras dan selaras diharapkan misi dan
fungs yang dibebankan oleh Negara dan Pemerintah kepada setiap Universitas/Ingtitut dapat lebih
efektif dan efisen dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Penyempurnaan susunan organisasi  setigp  Universitag/Ingtitut  ditetapkan oleh  Presiden
berdasarkan pokok-pokok organisasi Universitas/Institut seperti ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah ini. Penyempurnaan susunan organisasi tersebut didasarkan atas beban kerja setiap
satuan organisas di lingkungan Universitag/Ingtitut yang bersangkutan. Penjabaran lebih lanjut
susunan organisas setigp Universitas/| ngtitut ditetapkan olen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban
dan penyempurnaan Aparatur Negara.
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PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Y ang dimaksud dengan unit organik dalam pasal ini iadlah aparat pelaksana Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pembinaan
sivitas akademika.

Pasal 3.
Tugas pokok Universitas/Institut Y ang dimaksud dalam pasal ini, yakni menyelenggarakan
pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian, pada masyarakat, disebut juga Tri
Dharma Perguruan Tinggi, di samping pembinaan sivitas akademika.

Pasal 4.
Cukup jelas.

Pasal 5.
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Padatingkat Universitag/Institut data mahasiswa mengena kegiatan akademik dan
ko-kurikuler dipusatkan pada Pembantu Rektor 1.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Jumlah Bagian pada setiap Biro dan jumlah Sub Bagian pada setiap Bagian di
lingkungan Universitas/Institut yang bersangkutan ditetapkan oleh Menteri
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Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan beban kerja setelah mendapat persetujuan
tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan
penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 13
Jenis dan jumlah Fakultas pada setiap Universitas/I nstitut dalam penyusunan
penyempurnaan organisas Universitas/I nstitut yang bersangkutan ditetapkan oleh Presiden
berdasarkan beban kerja dan keperluan pembangunan nasional serta sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan yang ditetapkan oleh
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Data mengenai mahasiswa yang menyangkut bidang akademik dikumpulkan oleh
Pembantu Dekan | dan data mengenai kegiatan ko-kurikuler dikumpulkan oleh Pembantu
Dekan 111.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Jenis dan jumlah Jurusan pada setiap Fakultas ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan berdasarkan keperluan pembangunan nasional serta sesuai dengan beban kerja
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta persyaratan teknis yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setelah mendapat persetujuan tertulis dari
Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur
Negara.

Pasal 22
Cukup jelas.
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Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Jenis dan jumlah Laboratorium pada setiap Jurusan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan berdasarkan beban kerja dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang
penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Pembentukan dan besar kecilnya Unit Pelaksana Teknis Fakultas ditetapkan oleh Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan beban kerja dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jendera Pendidikan
Tinggi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di
bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Pembentukan dan besar kecilnya suatu Instalas Fakultas ditetapkan oleh Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan beban kerja dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jendera Pendidikan
Tinggi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di
bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 33
Cukup jelas.
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Pasal 34
Pembentukan Lembaga Penelitian pada setiap Universitas/Institut ditetapkan oleh Presiden
berdasarkan beban kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Pembentukan dan jumlah Pusat Lembaga Pendlitian di tiap Universitas/ingtitut ditetapkan
oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan beban kerja dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Direktur
Jendera Pendidikan Tinggi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang
bertanggung jawab di bidang penertihan dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 38
Pembentukan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat disetiap Universitas/Ingtitut
ditetapkan oleh Presiden berdasarkan beban kerja dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Pembentukan dan jumlah Pusat pada L embaga Pengabdian pada Masyarakat di setiap
UniversitagIngtitut ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan
beban kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta persyaratan teknis yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setelah mendapat persetujuan tertulis
dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur
Negara.

Pasal 42
Pembentukan dan besar kecilnya suatu Unit Pelaksana Teknis Universias/I nstitut
ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan beban kerja dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta persyaratan teknis yang ditetapkan oleh
Direktur Jendera Pendidikan Tinggi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri
yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 43
Cukup jelas.
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Pasal 44
Pembentukan dan besar kecilnya suatu Instalas Universitas/Institut ditetapkan oleh
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan beban kerja dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung
jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas
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Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.
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